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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT MELALUI

KEMITRAAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan;

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5325);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan  Kabinet Indonesia Bersatu |l
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-

1172010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.33/Menhut-11/2012 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT MELALUI
KEMITRAAN KEHUTANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan
adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya
hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga
negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar
hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang
memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang
bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap
ekosistem hutan.

Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat
dengan Pemegang lzin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan,
Pemegang lzin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan
Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian
akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Perjanjian Kemitraan Kehutanan adalah naskah yang berisi
kesepakatan bersama antara Pemegang lzin Pemanfaatan Hutan atau
Pengelola Hutan, Pemegang lIzin usaha industri primer hasil hutan,
dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan masyarakat setempat
dalam penyelenggaraan Kemitraan Kehutanan.

Pengelola Hutan adalah Instansi/Badan Usaha
(BUMN/BUMD/KHDTK) yang diserahi tugas pengelolaan hutan yang
meliputi kegiatan memperoleh hak untuk mengelola kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan
bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat
dengan tetap menjaga kelestariannya.
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10.

11.

12.

13.

14.

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan adalah Badan Usaha yang
memperoleh izin untuk  memanfaatkan kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan
bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat
dengan tetap menjaga kelestariannya.

Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin
usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan
kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan adalah Izin usaha pemanfaatan
kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang
diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung
dan/atau hutan produksi.

Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat
IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa
lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat
IUPHHK dan/atau lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
yang selanjutnya disebut IUPHHBK dalam Hutan Alam adalah izin
usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu
dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui
kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan
pemasaran.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan/atau lzin
Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dalam hutan
tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil
hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada
hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan,
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK
adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan
produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran
untuk jangka waktu dan volume tertentu.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat
IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu
pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa
rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan,
untuk jangka waktu dan volume tertentu.

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya
disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau
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kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu
lokasi tertentu yang diberikan kepada satu Pemegang Izin oleh pejabat
yang berwenang.

15. lIzin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya
disingkat IUIPHHBK adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan
kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi
tertentu yang diberikan kepada satu Pemegang lzin oleh pejabat yang
berwenang.

16. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah
wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya,
yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

17. Fasilitasi adalah penyediaan kebutuhan atau kemudahan dalam
pemberdayaan masyarakat setempat dengan cara mengembangkan
kapasitas kelembagaan, usaha, teknologi, ketrampilan teknis dan
administrasi, dan pemberian akses legalitas Kemitraan Kehutanan,
permodalan, penyelesaian konflik dan akses pemasaran oleh
Pemerintah dan atau pihak lain.

18. Wilayah tertentu dalam KPH adalah wilayah hutan yang situasi dan
kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan
usaha pemanfaatannya.

19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasan pemerintahan
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

21. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di
bidang kehutanan.

22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab
sesuai dengan kewenangannya.

BAB Il
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan adalah
mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat setempat
dalam rangka kerjasama dengan Pemegang lzin pemanfaatan hutan atau
Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan,
dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah tertentu untuk
meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
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